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Kasus Hukum Membuat
Kredihilitas BPK Tergerus

RERTILANGNYA leasus hukum
vang menjerat anggota Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) dindai
hakal menggerus kepercayaian
masyarakat, Dampaknya dapat
meluas kepada menurunnya
keyakinan masyarakar terha-
dap kredibiliras pengelolaan
keuangan negarayang dilakukan
pemertitah danlembiga negara,
Hal irn disampatkan Divek:
tur Cksekudf Center of Reform
on Leonomic (CORL) Moham
mad Faisal terkait dengan her
ulangnya kasus hukum yang
menimpa auditor negara,
“Dari sudut pandang ekono
i, ini memengaruhi bagaima-
Ni kepercayaan masyarakal ter-
hadap pengelnlaan kewangan

figara kavena RPK jinmya mgas
dan fanggung jawah dalam me-
meriksa pengelolaan keuangan
negara oleh lembaga lembaga
negara, haik it di pemenintah
pusat, daerah, maupun BUMN."
nfarnya, kemarin.

Banyak kasus hukum yang
melibathkan suditor negara itu
terkait dengan fawar menawar
hastl permeriks aan yang dlliko-
kan, 1alitu berpotensi memun:
culkan persepst terkait dengan
redibiliras hasil pemeriksaan
yang dilakukan EPE. “Karena
ilw, penertiban pada institusi
strategis seperti BPK sangat
penting karena berefek terha-
dap trust masyarakal. Perlu
Juga diperharikan bahwa kasus

yang dikelihkan terkair dengan
EPK ini tirlak hamya sekali, ada
heherapa kall" kata Faisal
Senada, analis utama ckono
mi politik dari Laboratorium
Indonesia 2045 (Lab 45) Rey-
han Nacrmenyatakan penting
bagi BPK untuk berhenah,
utamanya terkait integritas
dalam menfalankan tugas dan
fiingal. "Hal yang paling urama
adalah memastikan proses
rekrutmen anggota BPK mem
perhitangkan potens konflik
kepentingan dari calon-calon
vang ada,” kata Reyhan,
Selidaknya dalam dua pe
kan terakhir BPK dirundung
persoalan hukum. Pada Jumat
(4110, anganta 11 EPK Achsa

nul Qoseei ditetapkan penyidik
Kejaksaan Agung sebagai ter-
sangha dalam dugaan karupsl
proyek pembangunan BTS 46
Bakei Kementerian Komunika-
si dan Informatika,

Kernudion pada Sentn (13/11)
KPK menyegel ruang kerja ang-
gota IV BPK Fius Lustrilanang
terkait dengan penetapan
enam fersangka hasil OTT di
Sorong, Papua Barat Daya.
Menurut KPK, Plug didereksd
sedang herada di Korea Selatan.

Soal kasus-kasus itu, BPK
telah memohon maaf, “BPK
sangarmenyesalkan peristia
yang Lerjadi dan pada kesem-
patan ini DPK minta maal
kepada masyarakat. Secara
internal, BPK tidak menoleran-
si dan memastikan akan me-
nindak togas oknum DK yang
terbukti melanggar kode etik
dan disiplin pegawal," ungkap
staran pers KPK. (Mirgan/s-]
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